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PROLOG

Air merupakan sumber daya alam yang melimpah karena dapat 
ditemukan di setiap tempat di permukaan bumi. Ia merupakan 
sumber daya alam yang sangat penting dan dibutuhkan setiap 
mahluk hidup. Bagi manusia, kebutuhan akan air adalah mutlak 
karena hampir semua aktivitas manusia memerlukan air.

Kondisi umum sumber daya air di Indonesia berdasarkan 
hasil riset Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air 
Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2009 disebutkan Indonesia 
masih memiliki cadangan air yang cukup besar yaitu sebanyak 
2.530 km3. Atau menduduki peringkat kelima di dunia. Meski 
begitu, sesungguhnya sebaran sumber daya air di Indonesia tidak 
merata. Di wilayah barat cukup besar namun di wilayah timur dan 
selatan kurang sehingga ancaman krisis air di sejumlah wilayah di 
Indonesia kerap terjadi dan dikhawatirkan akan semakin meluas. 
Hal ini diperparah dengan bertambahnya jumlah penduduk yang 
tidak merata, seperti di Pulau Jawa yang hanya tujuh persen dari 
luas lahan di Indonesia, sekitar 65 persen penduduk Indonesia 
tinggal di pulau ini dan potensi airnya hanya 4,5 persen dari potensi 
air di Indonesia.

Forum Air Dunia II (World Water Forum) di Den Haag pada Maret 
2000 sudah memprediksi Indonesia termasuk salah satu negara 
yang akan mengalami krisis air pada tahun 2025. Penyebabnya 
adalah kelemahan dalam pengelolaan air. Salah satu di antaranya 
pemakaian air yang tidak efisien. Laju kebutuhan akan sumber 
daya air dan potensi ketersediaannya sangat pincang dan semakin 
menekan kemampuan alam dalam menyuplai air.

Derajat kelangkaan air semakin meningkat. Sementara 
pertumbuhan penduduk yang disertai dengan pola hidup yang 
semakin menuntut penggunaan air yang berlebihan semakin 
menambah tekanan terhadap kuantitas air. Daerah Aliran Sungai 
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(DAS) sebagai fungsi penyangga atau resapan air makin jauh dari 
angan-angan karena sebagian besar rusak. Banyak DAS yang 
kritis. Bahkan fungsi DAS telah banyak berubah, yang berdampak 
pada hilangnya volume besar air melalui aliran permukaan yang 
seharusnya dapat dikonservasi. Fakta menunjukkan semakin 
meningkat defisit air di wilayah kekurangan air atau menurunnya 
ketersediaan air di daerah surplus. Mengeringnya kantong-kantong 
air di daerah cekungan di kawasan DAS adalah indikasi nyata dari 
makin hilangnya fungsi hidrologis DAS. Di sisi lain, masyarakat 
banyak memanfaatkan air bawah permukaan (groundwater) atau air 
tanah dengan menggunakan pompa yang sangat jarang memikirkan 
dampak penurunan tinggi muka air bawah permukaan dan intrusi 
air laut.

Di samping jumlah atau volume air yang besar yang dibutuhkan 
oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang tidak 
kalah penting adalah kualitas air yang memenuhi standar. Tidak 
semua sumber air ketersediaannya dalam kualitas yang layak untuk 
dikonsumsi. Seperti air tanah yang ada di bumi tidak pernah terdapat 
dalam keadaan murni bersih, tetapi selalu ada senyawa atau mineral 
lain yang larut di dalamnya, sering kali juga mengandung bakteri 
atau mikroorganisme lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa semua 
air di bumi telah tercemar, khususnya untuk air tanah tergantung 
pada: kondisi spesifik geologi, kondisi hidrologi, dan juga dari 
ulah manusia yang ada di areal dan di sekitar sumber air tersebut. 
Semakin buruk kualitas air yang tersedia akan semakin besar biaya 
yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sumber air yang bersih 
dan layak untuk dikonsumsi. Adanya senyawa atau unsur lain dan 
bakteri atau mikroorganisme di dalam sumber air akan berpotensi 
menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi manusia terutama 
bagi kesehatan manusia.

Ketiadaan air bersih akan mengakibatkan penyakit diare. Di 
Indonesia diare merupakan penyebab kematian terbesar kedua bagi 
anak-anak di bawah umur lima tahun. Sebanyak 13 juta anak-anak 
balita mengalami diare setiap tahun, dan air yang terkontaminasi 
serta pengetahuan yang kurang tentang budaya hidup bersih 
ditengarai menjadi akar permasalahan ini. Sementara itu, 100 
juta rakyat Indonesia diperkirakan tidak memiliki akses terhadap 
air bersih. Ketiadaan air bersih juga berdampak pada pemiskinan 
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masyarakat yang sudah miskin, karena mereka harus menyediakan 
biaya ekstra untuk memenuhi kebutuhan akan air bersihnya.

Kebijakan penyediaan air bersih di Indonesia selama ini 
mengacu Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang berbunyi “Bumi dan air 
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat”. Konstitusi ini juga menunjukkan dan merupakan kontrak 
sosial antara pemerintah dan warga negaranya. Penjaminan atas 
konstitusi itu lebih lanjut dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemenuhan air bersih bagi 
masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dan 
pemerintah daerah sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus 
mereka lakukan.

Permasalahannya cepat atau lambat ketersediaan air bersih 
baik secara kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas akan memicu 
krisis air bersih di Indonesia, jika penyediaan air bersih di Indonesia 
tidak tumbuh seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Bahkan 
sangat mungkin ke depan menjadi pemicu konflik sosial antar-
daerah. Mengingat semakin maju tingkat hidup masyarakat, akan 
semakin tinggi pula kebutuhan akan air.

Menjadi menarik kemudian untuk mempertanyakan, bagaimana 
agar pemerintah dan pemerintah daerah mampu menyediakan air 
bersih bagi masyarakatnya, baik yang ada di perdesaan maupun 
perkotaan? Bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah dapat 
melindungi kawasan resapan airnya guna mendukung ketersediaan 
air bersih bagi masyarakatnya? Bagaimana swasta dan masyarakat 
dapat berperan serta dalam penyediaan air bersih?

Berbagai pertanyaan tersebut melalui buku bunga rampai 
yang berjudul “PENYEDIAAN AIR BERSIH DI INDONESIA: 
PERAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, SWASTA, DAN 
MASYARAKAT” dijawab oleh enam penulis dalam buku ini melalui 
berbagai analisa mereka sesuai bidang kepakarannya.

Untuk memudahkan pembaca, buku ini dibagi dalam tiga bagian. 
Bagian Pertama berisikan tiga tulisan yang menguraikan bagaimana 
penyediaan air bersih di daerah perkotaan dan perdesaan dilakukan 
oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta bagaimana pemerintah 
daerah melindungi kawasan resapan air dalam rangka penyediaan 
air bersih. Bagian Kedua, berisikan satu tulisan yang menguraikan 
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bagaimana swasta berperan dalam penyediaan air bersih bagi 
masyarakat dengan fokus bahasan tentang perkembangan industri 
Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Bagian Ketiga, berisikan dua 
tulisan yang menguraikan bagaimana masyarakat berperan dalam 
penyediaan air bersih dengan fokus bahasan tentang sikap dan 
perilaku masyarakat terhadap ketersediaan air bersih serta kearifan 
lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Buku ini menjadi cukup menarik, mengingat adanya keputusan 
MK yang membatalkan pemberlakuan UU No. 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air dan memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 
1974 tentang Pengairan. Keputusan MK tersebut menjadikan 
peran pemerintah dan pemerintah daerah cukup besar dalam 
penyediaan air bersih bagi masyarakat. Namun bukan berarti tidak 
memungkinkan swasta berperan dalam penyediaan air bersih. 
Berbagai tulisan tersebut cukup memberikan inspirasi bagi para 
pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai hal yang 
ditulis dalam buku ini untuk mengatur lebih lanjut bagaimana 
penyediaan air bersih ke depan.

Demikianlah prolog yang dapat disampaikan untuk 
mengantarkan pembaca kepada enam tulisan yang ada dalam buku 
ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penyusunan kebijakan 
penyediaan air bersih ke depan.

Selamat membaca.

Jakarta, 2015
Editor,

Sri Nurhayati Qodriyatun
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EPILOG

Air adalah kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. 
Permasalahan ketersediaan air bersih bagi masyarakat menjadi 
masalah yang terus dihadapi oleh masyarakat Indonesia akhir-akhir 
ini. Meningkatnya aktivitas pembangunan dan jumlah penduduk, 
berakibat pada peningkatan kebutuhan masyarakat akan air bersih. 

Berdasarkan enam tulisan dalam buku bunga rampai ini, dalam 
penyediaan air bersih ada tiga stakeholder yang berperan, yaitu 
Pemerintah (Pusat maupun Daerah), swasta, dan masyarakat. 
Bagaimana peran masing-masing stakeholder tergambar dalam 
masing-masing tulisan. 

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan 
air bersih di perkotaan diuraikan dalam tulisan pada bagian 
pertama yang berjudul “Problem Air Bersih di Perkotaan: Studi 
di Kota Bandung dan Palembang”. Penulisnya, Rohani Budi 
Prihatin menggambarkan bagaimana kompleksnya permasalahan 
penyediaan air bersih di perkotaan.  Permasalahannya tidak hanya 
terbatas pada minimnya ketersediaan air baku karena terbatasnya 
daerah resapan air dan tingginya pencemaran air, tetapi juga pada 
cakupan layanan penyediaan air bersih yang pada kenyataannya 
belum dapat menjangkau seluruh masyarakat perkotaan.  Dengan 
mengacu pada teori Boberg, yang  menggambarkan hubungan antara 
faktor demografi dengan sumber daya air, penulis menjelaskan 
bahwa ada faktor-faktor perantara yang mempengaruhi secara tidak 
langsung mengapa penyediaan air bersih diperkotaan menghadapi 
banyak masalah, yaitu manajemen sumber daya airnya, adaptasi 
manusianya, dan perbaikan teknologinya untuk mengurangi dampak 
perubahan faktor demografi terhadap sumber daya air. 

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan bagi Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
air bersih di daerah perkotaan perlu melakukan, antara lain 
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pembangunan sumur resapan, embung, setu, serta waduk untuk 
mengatasi ketersediaan air baku; memperbaiki lingkungan di daerah 
hulu dan tangkapan air; membersihkan aliran sungai; memulihkan 
kondisi sungai; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga 
kebersihan air sungai (seperti tidak membuang sampah atau limbah 
ke sungai); serta mengatasi problem global perubahan iklim. Untuk 
mendukung kebijakan tersebut, maka Pemerintah Daerah sebaiknya 
melakukan: (1) pengaturan pemanfaatan air tanah yang disertai 
dengan pengawasan yang ketat; (2) pemberian surat Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) harus disertai kewajiban penyediaan lahan 
terbuka; (3) mewajibkan setiap pengguna air memperbaiki kualitas 
dan mengembalikan tata guna air sesuai pemanfaatan sebagaimana 
yang telah dimanfaatkannya; (4) mewajibkan setiap pengguna air 
membiayai pengadaan air bersih; (5) mewajibkan setiap bangunan 
membuat sumur resapan sehingga dapat meningkatkan cadangan 
air tanah di perkotaan. 

Pada umumnya, PDAM selaku perusahaan daerah yang 
bertanggung jawab memberikan pelayanan terhadap pemenuhan 
kebutuhan air bersih di masyarakat, cakupan layanannya hanya 
pada masyarakat di perkotaan. Oleh karena itu dalam tulisan kedua 
yang berjudul “Penyediaan Air Bersih Perdesaan di Provinsi Jawa 
Barat”, penulis Anih Sri Suryani menguraikan bagaimana peran 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan air bersih 
untuk daerah perdesaan. 

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam penyediaan air bersih di 
perdesaan dilakukan dalam satu program yang bernama PAMSIMAS 
(Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 
Masyarakat). Program ini diluncurkan karena selama ini masyarakat 
di daerah perdesaan tidak terjangkau layanan penyediaan air bersih 
yang dilakukan PDAM. Dalam program PAMSIMAS, Pemerintah 
Pusat berperan dalam melakukan pemilihan kabupaten/kota yang 
akan mendapatkan program PAMSIMAS, sedangkan Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang memilih desa sasaran yang akan diberikan 
program PAMSIMAS.  Anggaran PAMSIMAS diambilkan dari APBN, 
APBD, dan bantuan dari luar (seperti dari Bank Dunia, AusAID), 
dan dana partisipasi dari masyarakat. Dana partisipasi masyarakat, 
baik dalam bentuk incash  maupun inkind, dimaksudkan untuk 
menimbulkan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sarana 
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prasarana serta fasilitas yang telah dibangun untuk penyediaan air 
bersih di desanya. 

Selain program PAMSIMAS, ada juga program Hibah Air Minum. 
Program ini merupakan pemberian hibah dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah baik yang bersumber dari pendapatan 
murni APBN atau pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri. 
Program Hibah Air Minum juga merupakan insentif bagi pemerintah 
provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 
penyediaan pelayanan air minum di daerahnya. 

Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan 
air bersih pada kenyataannya tidak hanya pada penyediaan air 
baku untuk diolah menjadi air bersih, tetapi juga pada perlindungan 
terhadap daerah resapan airnya. Karena ketersediaan air bersih – 
seperti tergambar dalam siklus hidrologi – dipengaruhi juga oleh 
keberadaan daerah resapan air. Tulisan yang berjudul “Perlindungan 
Daerah Resapan Air Cekungan Bandung (Studi Kerja Sama Antar-
Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat)”, menggambarkan 
bagaimana peran pemerintah daerah dalam perlindungan daerah 
resapan air guna mendukung ketersediaan air bersih di daerahnya. 
Penulisnya, Sri Nurhayati Qodriyatun menguraikan bahwa tidak 
semua daerah memiliki ketersediaan sumber daya air yang 
mencukupi untuk menyediakan pasokan air baku bagi PDAMnya.  Di 
sisi lain, setiap daerah melalui kebijakan otonomi daerah memiliki 
kewenangan mengatur dan membuat kebijakan sendiri atas 
daerahnya, termasuk dalam pemanfaatan lahan yang ada. 

Upaya perlindungan daerah resapan air memerlukan kerja 
sama antar-daerah. Namun kerja sama antar pemerintah daerah 
yang dimungkinkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah,  pada kenyataannya masih sulit diterapkan 
jika hal tersebut terkait kerja sama perlindungan daerah resapan 
air.  Belum adanya mekanisme dan bentuk kerja sama yang jelas 
menjadi kendala dalam pelaksanaan kerja sama antar-pemerintah 
daerah dalam perlindungan daerah resapan air. 

Tentang peran swasta dalam penyediaan air bersih digambarkan 
oleh Teddy Prasetiawan dalam Bagian Kedua buku, dengan tulisan 
berjudul “Masa Depan Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 
Pascapembatalan UU No. 7 Tahun 2004”.  Keputusan MK  No. 85/
PUU-XI/2013 yang dibacakan pada tanggal 18 Februari 2015 telah 
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membatalkan secara keseluruhan UU No. 7 Tahun 2004 tentang 
Sumber Daya Air, dan memberlakukan kembali UU No. 11 Tahun 
1974 tentang Pengairan, serta memberikan koridor ke depan 
tentang pengelolaan sumber daya air. Ke depan, peran BUMN 
dan BUMD akan semakin vital dalam pengusahaan sumber daya 
air (sebagai ujung tombak pemerintah dan pemerintah daerah 
dalam penyediaan air bersih dan air minum di Indonesia). Swasta 
– termasuk industri AMDK – akan tetap terbuka atau tetap dapat 
berperan serta dalam penyediaan air bersih dan air minum dengan 
alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara 
secara ketat dalam batasan pengusahaan, bukan penguasaan atas 
sumber daya air. 

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar DPR bersama 
Pemerintah segera menerbitkan peraturan perundangan yang 
mengatur secara rinci sejauhmana keterlibatan industri AMDK dalam 
pengusahaan sumber daya air. Evaluasi tata perizinan hak usaha air 
perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 
dengan b atasan tegas bahwa pengusahaan terhadap air tidak boleh 
mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat 
atas air. Pengawasan dan pengendalian pengusahaan sumber daya 
air harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya 
konflik antara industri AMDK dan masyarakat serta menjamin 
kualitas air minum yang beredar di masyarakat. Selain peningkatan 
kapasitas BUMN dan BUMD untuk memproduksi air minum sehingga 
mampu bersaing dengan industri AMDK.  

Pada bagian terakhir yaitu bagian ketiga dari buku ini 
menguraikan bagaimana masyarakat ikut berperan dalam 
penyediaan air bersih. 

Peran masyarakat dalam penyediaan air bersih tergambarkan 
dalam tulisan Sulis Winurini yang berjudul “Sikap Terhadap 
Kebersihan Sungai Cikapundung (Studi Masyarakat Sekitar Sungai 
Cikapundung)”. Sikap masyarakat terhadap kebersihan Sungai 
Cikapundung terbentuk melalui proses pembelajaran kondisi 
instrumental, yang mendorong lahirnya sikap positif mereka 
terhadap kebersihan air sungai. Sikap ini kemudian memunculkan 
kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya-upaya perbaikan 
terhadap kondisi Sungai Cikapundung, seperti menjaga kebersihan 
sungai. Sikap dan perilaku masyarakat yang positif terhadap 
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kebersihan sungai ini perlu didukung oleh Pemerintah, kalangan 
swasta, dan masyarakat umumnya. 

Peran masyarakat dapat juga diwujudkan melalui kearifan 
lokal yang sudah dilakukan secara turun temurun. Sebagaimana 
diuraikan Ujianto Singgih Prayitno dalam tulisannya yang berjudul 
“Kearifan Lokal dan Perilaku Menyimpang: Perspektif Sosiologi 
dalam Pengelolaan Sumber Daya Air”. Keberlangsungan kearifan 
lokal dalam pengelolaan sumber daya air memerlukan peran besar 
pemuka adat, karena saat ini telah banyak terjadi pergeseran 
pemahaman nilai budaya yang dapat melunturkan kearifan lokal 
yang ada dalam masyarakat.

Dengan demikian, dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat, 
tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah 
daerah. Tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama, yaitu 
Pemerintah (pusat maupun daerah), Swasta, dan masyarakat. 
Masing-masing menjalankan peran sesuai kapasitas, dengan didasari 
kesadaran bahwa ketersediaan air bersih memerlukan kesadaran 
bersama untuk menjaga sumber-sumber air yang ada agar tetap 
lestari dan tidak berlaku boros dalam menggunakan air bersih yang 
ada.

Jakarta, 2015
Editor, 

Sri Nurhayati Qodriyatun 
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